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Judul . Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung
Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Eksplorasi Minyak
dan Gas Bumi

Penurunan produksi minyak dan stagnannya produksi gas selama beberapa tahun
terakhir, menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah. Berdasarkan
keluhan kontraktor, salah satu penyebabnya adalah pengenaan berbagai macam
pajak sejak awal tahap eksplorasi. Padahal, di sisi lain, kontraktor belum
memperoleh penghasilan usaha pada tahap ini. Untuk meningkatkan produksi
migas tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
178/PMK.11/2007 yang mengatur pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah
bagi impor barang yang dipergunakan dalam tahap eksplorasi migas. Proses
implementasi kebijakan inilah yang ingin dibahas oleh peneliti suatu penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yang bersifat
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberian
insentif PPN ditanggung pemerintah bagi impor barang untuk eksplorasi migas
mencakup suatu tahapan implementasi yang cukup panjang dan melibatkan
beberapa institusi negara. Pada dasarnya proses pelaksanaan sudah dimulai sejak
pengajuan Rencana Impor Barang oleh kontraktor yang merupakan dokumen
yang wajib dilampirkan ketika mengajukan permohonan insentif hingga
penyampaian laporan triwulan PPN ditanggung pemerintah kepada Direktur
Jenderal Bea dan Cukai, dan permintaan pembayaran penerimaan PPN oleh
Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Anggaran. Konsekuensinya,
pemerintah harus menganggarkan tambahan pengeluaran untuh menanggung PPN
tersebut dalam APBN 2008. Namun, pengeluaran ini secara langsung akan
diseimbangkan dengan masuknya penerimaan PPN. Dengan demikian, pada
dasarnya tidak ada dana belanja yang secara riil dikeluarkan pemerintah untuk
menanggung PPN tersebut. Namun demikian, kontraktor hanya dapat menerima
manfaat insentif tersebut selama satu tahun karena Undang-Undang APBN 2008
yang menjadi dasar hukumnya hanya memiliki masa berlaku selama satu tahun.
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The declining of oil production and stagnancy of gas for many years have resulted
in government loss. Based on the demand ask by Contractors, the taxes imposed
since the beginning of exploration phase have become one of the main cause. In
the other side, no income has been generated by Contractors in this phase. In order
to increase the national production, government issued a tax incentive in the form
of VAT borne by government for the importation of exploration goods in oil and
gas sector which is regulated in Minister of Finance Regulation Number
178/PMK.011/2007. This research attempts to analyze the implementation process
of this regulation in details. The approach used in the research is based on
qualitative method with descriptive interpretation. From the research held, it
shows that the implementation of encompass such a long process and involve
some government institutions. The process has been started since Contractors
submit the Import Plan, until recording tax revenue by Directorate General of
Taxation based on the report delivered by Directorate General of Custom Duty
and admitting subsidy expenditure by Directorate of Budgeting. This creates
government obligation to budgeted additional expense to bear the VAT in General
Revenue and Expenditure Budget for Year 2008. However, this expense will
directly balance with the tax revenue from VAT. Thereby, there is no real
expenditure by government in bearing the VAT. Nevertheless, Contractors are
only able to get benefit from the incentive for one year since The General
Revenue and Expenditure Budget Law valid only for one year.
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